
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGASPOKOKDAN FUNGSIINSPEKTORAT
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPA TI MUSI BANYUASIN,

[.

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi dan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan aparatur
pemerintah yang terus meningkat, sejalan dengan keberhasilan
pembangunan, namun dengan organisasi yang ramping tetapi multi
fungsi;

b. bahwa dengan telah ditetapkanya Peraturan Oaerah Kabupaten
Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukkan
Organisasi Lembaga Teknis Oaerah Kabupaten Musi Banyuasin
perlu diatur dan ditetapkan peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan J'!eraturan Bupati Musi
Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Oaerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Repubfik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nemer 3890);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44~7) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang NQmor
12 Tahun 2008 tentang Perubanan Kedua atas Undang-UMang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Repubilk indonesia Nomor 4438);

6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Oaerah (Lembaran
Negara Repubfik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan IMtaMi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4535);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Taoun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor
4593);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi
dan Kabupaten I Kota;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pembentukkan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT
KABUPATEN MUSt BANYUAStN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut azas
otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara
Kesatuan Repuolik IMonesia Seoagai mana dimaksud dalam
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Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah;

~. Otonomi Daerah adalah Hl1IkWewenang dan Kewajiban Dl1Ierl1lh
Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang • undangan;

7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan
Masyaral<atHUI<Umyang mempunyai batas - batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan
Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin;

9. lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Musi Banyuasln;
10.Pemeriksaan adalah suatu bentuk kegiatan pengawasan fungsional
yang dilakukan dengan cara membandingkan antara
Peraturan/Rencana/Program dengan kondisi;

11.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk
menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan
efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
INSPEKTORA T

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal2

(1) Inspektoratadalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang
Pengawasan SeSuai dengan I<ewenangan pemerintah Daerah,
serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Inspektoratdipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. secara teknis..
administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;

Pasal3

Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
Pemeril'1tahclesli:l.keluf"li:lhli:lnclli:ll'1pelli:ll<sal'1l11li:lnurusan pemerintah desa
I kelurahan dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
Peraturan Bupati ini, InSpel<torat Kabupaten MUSi Banyuasin
mempunyai fungsi :
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a. Perencanaan, pengeioiaan, pemantauan, pengendal1an,
pembinaan dan pengkoordinasian bidang pengawasan;

b. Perumusan kebijakan dan fasilitas, pengawasan;
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawas;
d. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di Inspektorat;
e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

BAB III
ORGAN/SAS//NSPEKTORAT

Pasa/S
(1) Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin,

terdiri dari :
a. Inspektur;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum;

c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3. Seksi Pengawasan PemerintahBidang Kemasyarakatan.

d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemeriintahan;
3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
2. SeKsi PeiigaWiisaii Pemei'iiitan Bidaiig Pemei'intaliaii:
4. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari:
1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
5. SeKsi PeiigasaWiiii Pemei'intali Bidal'lg Kemasyai'aKatan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan 8truktur Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, seperti tercantum pada Lampiran I yang merupakan
bag ian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB/V
TATAKERJA

Pasal6
/nspektur mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan
kegiatan di Bidang Pengawasan dengan kebijakan yang digariskan
oleh Bupati bei'dasai'kaii KetentUaii Peraturan Perunadaiig-Ufldangan
yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.
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Paslil7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan
Bupati ini, Inspektur mempunyai fungsi :
a. Memimpin kegiatan inspektorat dan urusan Kesekretariatan serta

Kepala Bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan
tugas yang diberikan oleh Bupati;

b. Perumusan kebijakan operasional Pembangunan Daerah dibidang
pengawasan;

c. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan
bantuan baik yang bersumber dari Pemerintah malJplJn$wasta;

d. Pelaksanaan Komunikasi, Konsultasi dan Ke~a sama dengan
unsur Pemerintah Daerah dan Instansi serta masyarakat dalsm
usaha pelaksaaan tugas pokok.

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

PasalS

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana, program, pembinaan administrasi yang meliputi
pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat.
perlengkapan dan rumah tangga;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7
Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan pelaporan

serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
b. Pelaksanaanadministrasikepegawaian;
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
d. Pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan

surat menyurat kearsipan;
e. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis

fungsional.

Pasal9

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pengendalian rencana serta program ke~a
pengawasan, menyusun anggaran, dan mengelola perpustaKaan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Perencanaan
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan;
b. Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan dan

dOKumentasikeuangan;
c. Pengelolaan perpustakaan Inspektorat Kabupaten Musi

Banyuasin.
(2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

melaksanakan administrasi, elialuasi dan pelaporan hasil
pemeriKsa8n dan pemantauan tindaK lanjut sena menyusun
laporan pelaksanaan pengawasan fungsional. Dalam
menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai fungsi:
a. Menginventarisasi laporan hasil pemeriksaan;
b. Mengevaluasi laporan hasil pemeriksaan;
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c. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
d. Penyusunan laporan evaJuasi hasil pemeriksaan;
e. Penyusunan statistik pengawasan.

(3) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas untuk
meli:Jksanakan tata usaha surat-menyurat dan kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan
penggandaan, pengembangan pegawai administrasi dan tenaga
fungsionaJ pengawasan. Dalam menyeJenggarakan tugasnya Sub
Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi:

a. PengeloJaan ketata usahaan;
b. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
c. PengeJoJaan keuangan;
d. Pengurusan kearsipan dan penggandaan;
e. Penyusunan rencana dan kebutuhan pegawai;
f. Pembinaan dan pengembangan pegawai;
g. PengeJolaan urusan tata usaha kepegwaian
h. Pengadiministrasian tenaga fungsional pengawasan;
i. Jnventarisasi pengaduan;
j. Pengkoordinasian penanganan pengaduan;
k. Pengkoordinasian pemantauan tindak lanjut pengaduan;
J. Penyusunan laporan administrasi pengaduan;
m. Pemuktahiran data hasH pemeriksaan pengaduan.

Pasal10

(1) Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten
membawahi WiJayah kerja pembinaan dan pengawasan pada
instansi I satuan kerja di Jingkungan Pemerintah Kabupaten dan
Kecamatan serta Desa I KeJurahan atau sebutan Jainnya;

(2) Inspektur Pembantu.Wilayah sebagaimana.dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap peJaksanaan urusan pemerintahan daerah dan
pengaduari;

(3) Inspektur Pembantu Wilayah pada Jnspektorat Kabupaten,
menyeJenggarakanfungsi:
a. PengusuJan program pengawasan di wilayah;
b. Pengorganisasian peJaksanaan pengawasan;
c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah;
d. Pemeriks;san, p'engusutan,' pengujian. d,an p.enilaian .. tugas.

pengawasan;
e. Memberikan saran dan pertimbangan serta membantu

Inspektur dalam melaksanakan tugas Inspektorat Kabupaten.

Pasal11

(1) Masing-masing Inspektur Wilayah I, II, III dan IV, mempunyai 3
(tiga) seksi pengawas, yang mempunyai bidang fungsinya masing-
masing, meliputi:
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a, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
", 90k"i Pongowo" Pomorintoh Bidong Kcma"yarakatan.

(2) Seksi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan
pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan
bidang tugasnya;

(3) Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi pengawas mempunyai
fungsi:

a. Pengueulan program pengawaean diwilayah kerja eeeuai
bidang fungsinya;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidangnya;
c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah sesuai bidang fungsinya;
d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal12

(1) Sokai Pongawaaan Pomorintah Bidang Pombangunan,
mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
dibid8ng pemb8ngun8n fi:sik gedung, j818n, jemb8t1m d8n
pengairan;

(2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan.
mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
bidang pemerintahan umum, keoamatan, kelurahan dan deea,
serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pendayagunaan
aparatur daerah;

(3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan,
mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan
pemeriksaan kegiatan terhadap perencanaan dan pelaksanaan
bidang kemasyarakatan secara umum, perekonomian,
kesejahteraan sosial dan pelayanan publik lainnya,

Pasal13

Pembagian Inspektur Pembantu Wilayah I , II, III dan IV serta bidang
tugasnya masing-masing, seperti dimaksdud dalam pasal 11
Peraturan Bupati ini, tercantum pada Lampiran II yang merupakan
bag ian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal14

(1). Kelompok Jabatan Fungsional di Iingkungan Inspektorat
Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis
sesuai dengan keahlian masing-masing;
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(2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, oipimpin olen seorang tenaga fungsional senior selakU
ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Inspektur;

(3). Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior;

(4). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja;

(5). Pembinaiui temMap tenaga fungsional dilakukan sesuai Clengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal15
Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkroniSasi, oaik dalam lingkUngan masing-masing maUpUn antar
organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal16

(1), Inspektur melak~anakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati;

(2). Inspektur diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing
dan rriengawasi pekerjaan unsur-unsur pambantu dan pelaksana
yang berada dalam Iingkungan Inspektorat Kabupaten Musi
Banyuasin.

BABVI

PENGANGKA TAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal17
(1). Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2). Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Inspektorat Kabupaten

diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

(3). Jenjang Jabatan, kepangkatan dan eselonering serta susunan
kepegamian akafl oitetapkan kemUoiafi sesUai defigan ketentUafi
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal18
(1). Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturart Bupati

Nomor 506 Tahun 2000 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Baaafi Pengams Daeran Kaoupatefi MUsi Banyuasin
dinyatakan tidak berlaku.

(2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.
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Pasal19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal IS oK\:cbH 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 15 ok~\>tl 2008

SEKR TARIS DERAH
KABUPATE MUSI BANYUASIN,

•

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR lOT



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lamplran I: Peraturan Bupati Musl Banyuasln
Nomor : 2.tj Tahun 2008
Tanggal: (SO I<tobcv 2008

INSPEKTUR

SEKRETARIAT

I

KELOMPOK JABATAN I I I
FUNGSlONAL SUB BAGIAN SUB BAGlAN SUB BAGIAN

PERENCANAAN EVALUASI&PELAPORAN ADMINISTRASI & UMUM
.

INSPEKTUR WILAYAH I INSPEKTUR WILA YAH II INSPEKTUR WILAYAH III INSPEKTUR WILAYAH IV

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
Pengawasan Pemerlntah Pengawasan Pemerlntah Pengawasan Pemerlntah Pengawasan Pemerlntah
Bldang Pembangunan Bldang Pembangunan Bidang Pembangunan Bldang Pembangunan

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
Pengawasan Pemerlntah Pengawasan Pemerlntah Pengawasan Pemerlntah Pengawasan Pemerlntah
Bidang Pemerlntahan Bidang Pemerlntahan Bidang Pemerlntahan Bldang Pemerlntahan

SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI

Pengawasan Pemerlntah Pengawasan Pemerlntah Pengawasan Pemerlntah
Pengawasan Pemerintah

Bldang Kemasyarakatan Bldang Kemasyarakatan Bidang Kemasyarakatan
Bldang Kemasyarakatan

BUPATI MUSl BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI



PEMBAGIAN OBJEK PEMERIKSAAN UNTUK WILAYAH KERJA PEMERIKSAAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2009

Lamplran II: Peraturan Bupatl Musl Banyuasln
Nomor :.?A Tahun 2008
Tanggal: IS OKl:o btr 2008

Kelompok WILAYAH I W1LAYAH II WILAYAH III W1LAYAH IV

Badan 1. Badan Kepegawaian dan Diklat 1. Badan Perencanaan Pembangunan 1. Badan Lingkungan Hidup, 1. Badan Pemberdayaan Perempuan
Daerah Daerah dan Penanaman Modal Penelitian dan Penaembanaan dan Keluaraa Berencana

2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat 2. Badan Ketahanan Pangan 2. Badan Penyuluhan Pertanian,
dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerinlahan Desa Kehulanan dan Pekebunan

Sekrelariat 3. Komisi Pemilihan Umum Daerah 3. Sekrelariat DPRD

Dinas 3. Dinas Pendidikan Nasional 3. Dinas Kesehalan 4. Dinas PU Cipta Karya dan 4. Dinas PU Bina MargaPenaairan

4. Dinas Pendapalan, Pengelalaan 4. Dinas Kehulanan 5. Dinas Pertambangan dan Energi 5. Dinas Pertanian dan PeternakanKeuanaan dan Aset Daerah

5. Dinas Sosial, Tenaga Ke~a dan 5. Dinas Kependudukan dan Calatan 6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 6. Dinas PerhubunganTransrniarasi Sioil Keeil dan Menenaah

6. Dinas Pernuda, Olah Raga dan 6. Dinas Kebersihan, Pertarnanan dan 7. Dinas Perkebunan 7. Dinas Kornunikasi dan InformatikaPariwisala Perneliharaan Larnou Jalan

7. Dinas Perindustrian dan 7. Dinas PerikananPerdaaanaan

Kantor fl Kantor Perwakilan Kab. Muba di 8. Satuan Polisi Parnong Praja 8. Kantor Perpuslakaan, Arsip dan 8. Kantor Pelayanan TerpaduPalernbana Dokurnenlasi

Bagian 9. Bagian Tala Pernerinlahan 9. Bagian Kesejahteraan Rakyat 9. Bagian Penyelesaian Perbalasan 9. Bagian Adrninislrasi
Pernbanaunan dan Perekonornian

10. Baaian Protokol 10. Baaian Keuanaan 10. Baaian Hubunaan Masyarakat 10. Bagian Hukum
11. Baaian Oraanisasi 11. Baaian Telex dan Sandi 11. Baaian Urnurn dan Penaadaan

Kecarnalan 12. Sekayu 11. BabatTornan 12. Sanaa Desa 12. Plakat Tinaai
13. Sunaai Keruh 12. Lais 13. Keluana 13. Balana Hari Leko

13. Bavuna Lencir 14. Lalan 14. Sunaai Lilin
BUMD 14. Hotel Ranaaonang 14. PETRO MUBA 15. PDAM 15. MUBA ELEKTRIK POWER

15. Akaderni Keoerawalan 16. Polileknik Sekayu
BLU 16. RSUD5ekavu 15. RSUD Bavuna Lencir 16. RSUD Sunaai Lilin

Sekayu, 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN

~~

H. PAHRI AZHARI
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